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MOTTO 

 

 Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya diaن

akan melihat (balasan)nya, dan barangsiapa mengerjakan kejahatan seberat 

zarrah niscaya dia akan melihat (balasan)nya 

(Qs. Al-zalzalah: 7-8.) 
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ABSTRAK 

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI  PELAKU 

TINDAK PIDANAYANG BERSTATUS RESIDIVIS 

HOLISOH 

Hakim adalah pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh undang-

undang untuk mengadili. Dalam rangka penegakan hukum di Indonesia hakim 

merupakan kunci utama dalam pengambilan keputusan yang adil dan bermartabat. 

Posisi hakim sebagai aktor utama lembaga peradilan menjadi umat vital, terlebih 

lagi mengingat segala kewenangan yang dimilikinya. 

 Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan: 

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pelaku tindak pidana yang 

berstatus residivis. Adapun permasalahan dalam skripsi ini yaitu dasar 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana 

yang berstatus residivis, serta faktor-faktor yang dapat meringankan hukuman 

terhadap pelaku tindak pidana yang berstatus residivis 

 Adapun jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini tergolong penelitian 

hukum yuridis normative. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara 

meneliti bahan-bahan kepustakaan, (Library Research) 

Penelitiankeputusanmelakukanpengkajianterhadap data 

sekunderberupabahanhukum primer (peraturanperundang-undangan), 

bahanhukumsekunder, (literatur,  jurnal, makalah, karyailmiah yang 

dimuatdalammajalahilmiah), danbahanhukumtertier (kamusBahasa Indonesia, 

KamusBahasaInggris, KamusBahasaBelanda, KamusHukum, Ensiklopedia, Data 

Statistik).  

 Berdasarkan penelitian ini, dapat dipahami bahwa untuk mengetahui 

permasalahan tentang bagaimana pertimangan hakim dalam menjatuhkan sanksi  

pelaku tindak pidana yang berstatus residivis 

Kata Kunci  : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN 

SANKSI  PELAKU TINDAK PIDANAYANG BERSTATUS RESIDIVIS 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Dapat kita ketahui, bahwa kehidupan tidak bisa terlepas dari 

perbuatan hukum dari dulu hingga sekarang hukum tetap ada, dengan 

banyaknya peraturan hukum yang dibuat oleh pihak yang berwenang maka 

rentan terjadinya suatu pelanggaran dimasyarakat.Akan tetapi dengan 

banyaknya perkara pelanggaran di Indonesia maka banyak juga lembaga-

lembaga yang membantu menangani perkara tersebut.Banyaknyasuatu 

perkara dapat terselesaikan secara efektif dan efisien tentu memerlukan suatu 

pengaturan atau manajemen yang tepat dalam prosesnya. Termasuk didalam 

adalah proses berperkara, dipengadilan yang akan berjalan dengan baik, jika 

semua unsur didalamnya terlaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya. Salah 

satu unsur penting yang berpengaruh dalam proses berperkara dipengadilan 

yaitu pelaksanaan persidangan.  

Secara prinsip, hukum diciptakan untuk memberikan kepercayaan 

kepada masyarakat (manusia) terhadap kepentingan yang berbeda. Oleh sebab 

itu dalam berperkara dipengadilan maka diharapkan semua pejabat hukum 

terutama hakim dalam mengambil keputusan yaitu harus bisa adil kepada 

semua masyarakat yang berperkara dipengadilan. Dengan perlakuan pejabat 

Negara yang adil kepada masyarakat dengan kata lain tidak hanya memihak 

kepada salah satu orang, maka dengan begitu masyarakat akan mempercayai 

lembaga tersebut. 
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Pasal 1 ayat (8) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 

menyatakan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan yang diberi wewenang 

oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili adalah serangkain 

tindakan hakim untuk, menerima, memeriksa dan memutuskan perkara 

pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak disidang 

pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang 

ini, ( Pasal 1 ayat (9) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).  

Sebagian masyarakat sedikit yang mengetahui apa saja fungsi dari 

seorang hakim, oleh sebab itu dalam penjelasan ini kita akan melihat 

apasaja fungsi utama dari seorang hakim, fungsi utama hakim adalah 

memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana 

dalam perkara pidana, hal itu tidak lepas dari sistem pembuktian negatif 

(negative wetterlijke), yang pada perinsipnya menentukan bahwa suatu hak 

atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya 

alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim 

yang dilandasi dengan integritas moral yang baik. 
1
 

Fungsi lain dari hakim yaitu menegakkan kebenaran sesungguhnya 

dari apa yang dikemukakan dan dituntut oleh para pihak tanpa melebihi 

atau menguranginya terutama yang berkaitan dengan perkara perdata, 

sedangkan dalam perkara pidana mencari kebenaran sesungguhnya secara 

                                                           
1
 Hardianto Djanggih,Pertimbangan Hakim Pada Putusan Praperadilan, Jurnal 

Penelitian Hukum, Dejure,Vol.17, No.3, September 2017, Hlm.416 
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mutlak tidak terbatas pada apa yang telah dilakukan oleh terdakwa, 

melainkan dari itu harus diselidiki dari latar belakang perbutan terdakwa.
2
 

Selain memiliki  fungsi, hakim juga memiliki wewenang yang luas 

dari pengaruh siapapun terhadap putusan yang dijatuhkan, namun meskipun 

mempunyai kebebasan, bukan berarti hakim dapat sewenang-wenang dalam 

menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan banyak hal terkait 

dengan fakta-fakta yang telah dilaksanakannya selama hakim melakukan 

pemeriksaan terhadap terdakwa dipersidangan, sebab hakim merupakan 

perwujudan dan pencerminan  nilai-nilai  keadilan.
3
 

Wewenang hakim juga dapat berupa Perintah, yaitu berupa 

penggeledahan, penangkapan, pemenjaraan, gangguan penyitaan, daportasi, 

dan tindak kriminal lainnya. Selain memiliki wewenang tersebut, adapula 

pengadilan banding dan pengadilan tinggi dari hakim, mereka dapat 

memeriksa kekuasaan lebih tinggi dari hakim, mereka dapat memeriksa 

kekuasaan seorang  hakim.
4
 

Dengan adanya wewenang yang berupa perintah hakim juga 

dituntut untuk melakukan penciptaan hukum (rechtsschepping) yaitu 

melalui daya cipta hakim dengan perantara putusan yang dijatuhkan untuk 

membentuk hukum (judge made law). Maka disamping pembentukan 

                                                           
2
Ibid 

3
 Fence M. Wantu, Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan 

Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.12, No.3, 

September 2012, hlm.216 
4
 Op.Cit, Hardianto Djanggih, hlm.416 
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undang-undang sebagai pembentuk hukum yang objektif abstrak, hakim 

adalah pembentuk hukum yang objektif konkrit.
5
 

Selain pembentuk hukum yang objektif konkrit hakim juga 

memiliki Predikat sebagai Wakil Tuhan dan itu sangat pantas disematkan 

dipundak seorang hakim karena ditangan dialah nasib dan nyawa manusia 

ditentukan. Sehingga putusan hakim adalah pernyataan dari seorang hakim 

dalam memutuskan suatu perkara didalam persidangan dan memiliki 

kekuatan hukum tetap berdasarkan pada visi teoristik dan praktik 

peradilan.
6
 

Maka putusan hakim itu merupakan putusan yang diucapkan oleh 

hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka 

untuk umum setelah melalui prosedur hukum acara pidana pada umumnya 

berisikan amar pemidanaan, atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan 

hukum, dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara. 

Putusan hakim (vonis) sejatinya diadakan untuk menyelesaikan suatu 

perkara atau sengketa dalam bingkai tegaknya hukum dan keadilan.
7
 

Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tentang Kekuasaan 

Pokok Kehakiman menetapkan bahwa "pengadilan dilarang menolak untuk 

memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan 

dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib 

                                                           
5
Ibid, hlm. 190 

6
Hardianto Djanggih, Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pencemaran Nama 

Baik Melalui Media Sosial, Jurnal Penelitian Hukum, Vol.18, No.1, Maret 2018, hlm.95 
7
ibid 
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memeriksa, dan mengadilinya. Dengan dasar tersebut maka hakim sangat 

diharapkan oleh masyarakat agar dapat menyelesaikan masalah atau perkar 

yang diajukan dengan harapan seseorang yang berperkara tersebut 

mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya tanpa adanya unsur pembeda 

dalam status sosioal yang dimiliki oleh orang tersebut dengan cara 

memeriksa mengadili dan memutuskan hukuman apa yang pantas 

didapatkan oleh orang tersebut.  

Dalam rangka penegakan hukum di Indonesia hakim merupakan 

kunci utama dalam pengambilan keputusan yang adil dan bermartabat. 

Posisi hakim sebagai aktor utama lembaga peradilan menjadi umat vital, 

terlebih lagi mengingat segala kewenangan yang dimilikinya. Melalui 

putusannya hakim dapat mengubah, mengalihkan, atau bahkan mencabut 

hak dan kebebasan warga Negara, dan semua itu dilakukan dalam rangka 

menegakkan hukum dan keadilan. Hakim merupakan konkritasi hukum dan 

keadilan yang bersifat abstrak, dan digambarkan bahwa hakim sebagai 

Wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan.
8
 

Tahapan penjatuhan putusan yang dijatuhkan oleh hakim 

merupakan bagian yang sangat penting. Vonis yang dijatuhkan oleh Hakim 

tersebut harus dibarengi dengan kuantitas dan kualitas dari hakim itu 

sendiri. Kuantitas mensyaratkan adanya keseimbangan antara jumlah hakim 

dengan kasus-kasus yang terus menerus semakin meningkat jumlahnya, dan 

kualitas merujuk kepercayaan dari diri seseorang hakim dalam menjatuhkan 

                                                           
8
Ibid, hlm.96  
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vonis atau putusan berdasarkan keyakinan dari dirinya sendiri yang 

dirasakan adil dan tepat dijatuhkan pada pelaku tindak pidana.
9
 

Pelaku tindak pidana bukan saja objek melainkan subjek yang 

tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan 

kesalahan atau kekhilafan yang sama (Residivis) dan dapat dikenakan 

pidana, sehingga tidak harus diberantas.Yang harus diberantas adalah 

faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang 

bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-

kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. Sistem 

pemasyarakatan menyatakan bahwa tujuan dari pembinaan adalah untuk 

meningkatkan kualitas narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki 

diri, dan tidak mengulangi tindak pidana (residivis) sehingga setelah 

menjalani masa pidananya dapat diterima kembali oleh lingkungan 

masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan hidup secara 

wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.
10

 

 Namun pada saat ini tidak sedikit narpidana yang telah selesai 

melaksankan pembinaan dilembaga permasyarakatan mengulangi tindak 

pidana yang telah dilakukan sebelumnya (residivis), dikarenakan faktor 

lingkungan masyrakat cendrung melakukan stigma negative pada mantan 

narapidana dan mempengaruhi pola pikirnya. Sehingga narapidana 

                                                           
9
Ibid  

10
Pratiwi dan I.Nyoman Lemes,Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Sebagai 

Upaya Mengatasi Timbulnya Residivis Dilembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja, 

Jurnal Hukum Karta Widya, Vol.6, No.1, Agustus 2017, hlm. 21 
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tersebut harus kembali menjalani tahapan pembinaan dilembaga 

pemasyarakatan. Lembaga permasyarakatan yang tidak dapat 

melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan pembinaan 

dengan baik dan efektif dapat berpotensi menimbulkan munculnya 

narapidana yang berkualifikasi residivis.
11

 

Residivis adalah orang yang sudah pernah dihukum tetapi 

mengulangi tindak pidana yang serupa; penjahat kambuh; orang yang 

dalam jangka waktu tertentu melakukan lebih dari satu tindak pidana, 

tetapi ia pernah dijatuhi pidana karena salah satu tindak pidananya.
12

Dapat 

kita ketahui bahwa kejahatan sekarang sangat marak dan sangat banyak 

kasus-kasus yang sering kita jumpai seperti pencurian, pemerkosaan, 

pembunuhan dan banyak lagi lainnya. Dan pada saat ini sangat banyak 

kasus yang dapat kita lihat bahwa pelaku banyak mengulangi tindakan 

tersebut. 

Tindak pidana tidak hanya terkandung dalam satu (1) teks atau satu 

(1) pasal saja, namum begitu banyak pasal-pasal yang berlaku didalam 

masyarakat yang harus dipatuhi, maka hakim harus mampu merefleksikan 

setiap teks pasal yang terkait dengan fakta kejadian yang ditemukan di 

persidangan kedalam putusan hakim yang mengandung nilai-nilai pancasila 

dan nilai-nilai konstitusi dasar dalam UU 1945, sehingga setiap putusan 

hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana 

                                                           
11

Ibid 
12

 Dzulkifli Umar, 2012, Kamus Hukum, Surabaya, Cet.Kesatu, Graha Media Press, 

hlm. 343 
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memancarkan pertimbangan nilai filosofis tinggi, konkretnya ditandai oleh 

karakter putusan yang berketuhanan, berperikemanusiaan, menjaga 

persatuan, penuh kebijakan dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi  yaitu terkandung 

dalam Pasal 486 KUHP, tentang pengulangan kejahatan atau residivis oleh 

sebab itu hakim dalam mengambil keputusan harus berlaku adil dan dapat 

membuat jera agar tidak terjadi lagi suatu pengulangan tindak pidana 

(reidivis) didalam masyarakat.
13

 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, 

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : 

“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI 

PELAKU TINDAK PIDANA YANG BERSTATUS RESIDIVIS”.  

B. Rumusan Masalah 

Dengan berdasarkan pada judul penelitian tersebut, maka 

permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 

sanksi pelaku tindak pidana yang berstatus residivis ? 

2. Faktor-faktor apakah yang dapat meringankan hukuman terhadap pelaku 

tindak pidana yang berstatus residivis ? 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 

Adapun ruang lingkup penelitian ini yaitu kajian dalam hukum 

pidana yang mana membahas mengenai pertimbangan hakim dan dalam 

menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang berstatus residivis 

                                                           
13

Firman Florantara Adonara, Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutuskan 

Perkara Sebagai Amanat Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Vol.12, No.2, Juni 2015, hlm.220 
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menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 35 Tahun 

1999joUndang-undang No 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 

Dan faktor-faktor apa saja yang dapat meringankan hukuman terhadap 

pelaku tindak pidana residivis. Dalam penelitian ini penulis melakukan 

pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitik beratkan pada 

masalah tinjauan hukum terhadap pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang berstatus 

residivis. 

Tujuan penelitian ini yaitu, untuk menganalisis dan menjelaskan : 

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pelaku tindak 

pidana yang berstatus residivis. 

2. Faktor-faktor yang dapat meringankan hukuman terhadap pelaku tindak 

pidana yang berstatus residivis. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk umum dan juga 

sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan 

sumbangan pemikiran khususnya bagi hukum pidana yang 

dipersembahkan sebagai pengabdian pada almamater. 

 

D. Kerangka konseptual 

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau 

mengaitkan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah 

yang ingin kita ketahui. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan 

pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 
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1. Pertimbangan adalah pendapat tentang baik dan buruk.
14

. 

2. Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh 

Undang-undang untuk mengadili.( pasal 1 ayat (8) KUHAP ) 

3. Sanksi merupakan suatu legitimasi pengukuh terhadap berlakunya norma 

dan merupakan reaksi terhadap perbuatan yang melanggar norma.
15

 

4. Tindak Pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur 

perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang 

menimbulkan peristiwa itu dapat dikenakan sanksi pidana (hukuman).
16

 

5. Residivis adalah orang yang sudah pernah dihukum tetapi mengulangi 

tindak pidana yang serupa; penjahat kambuhan; Orang yang dalam jangka 

waktu tertentu melakukan lebih dari satu tindak pidana, tetapi ia pernah 

dijatuhi pidana karena salah satu tindak pidananya.
17

 

E.  Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan informasi, dan Penelitian hukum merupakan 

kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode, sistematika dan pemikiran 

tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga, diadakan pemeriksaan 

yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian 

mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul. 

                                                           
14

R.H Widada dan Icuk Prayoga, 2010, Kamus Saku Bahasa Indonesia, Cet.1, 

Benteng Pustaka, Yogyakarta, hlm.309 
15

Yulies Tiena, 2016, Pengantar Hukum Indonesia, Cet.11,Sinar Grafika, Jakarta, 

hlm.3 
16

 Ibid, hlm. 62 
17

Op.Cit, Dzulkifli Umar, hlm.343 
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1. Jenis Penelitian  

Penlitian ini dilakukan dengan  metode penelitian yuridis normatif 

yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti 

bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang membahas doktrin-doktrin atau 

asas-asas dalam ilmu hukum yang berkaitan erat dengan  pertimbangan hakim 

dalam menjatuhkan sanksi pelaku tindak pidana yang berstatus residivis dan 

faktor-faktor yang dapat meringankan hukuman terhadap pelaku tindak 

pidana yang berstatus residivis. 

2. Sumber Data 

1) Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama, sebagai 

bahan hukum yang  bersifat aoutoritatif, yakni bahan hukum 

yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer meliputi 

peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi 

yang memuat ketentuan hukum. Disini penulis menggunakan 

bahan hukum primer yaitu sebagai berikut : 

a) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang 

Pemasyarakatan 

b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997joUndang-

undang No.12 Tahun 2011Tentang Pengadilan Anak 

c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal (5) ayat 

(1) Tentang kekuasaan kehakiman 
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d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo Undang-

undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakima 

e) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 pasal (8) 

Tentang Kekuasaan Kehakiman 

f) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Pasal 10 Ayat (1) 

Tentang Kekuasaan kehakiman 

g) Undang-undang No.48 Tahun 2009 Pasal 53 Ayat (1) 

Tentang Kekuasaan Kehakiman 

h) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 

Ayat (8) 

i) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 

Ayat (9) 

j) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 486-488 

Tentang Residivis 

k) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 362-367 

Tentang Pencurian 

2) Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum 

yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, 

seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan 
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lainsebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan 

dibahas.
18

 

3. Pengumpulan Data 

Berdasarkan sumber data yang diperoleh adalah data sekunder maka 

alat pengumpulan data yang digunaka yaitu studi kepustakaan, 

mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca dan mengutip 

yang ada hubungannya dengan materi yang berhubungan dengan 

penelitian, berupa peraturan perUndang-udangan, buku-buku, jurnal, 

majalah-majalah, serta dokumen lain yang berhubungan dengan 

permasalahan yang akan dibahas. 

4. Analisis Data 

Analisis data, yaitu data yang diperoleh kemudian dianalisis secara 

deskriptif yaitu berdasarkan penelitian yuridis normatif dari data sekunder. 

Data tersebut kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dari induktif 

kededuktif. 

F.  Sistematika Penulisan 

Rencana  penulisan skripsi ini akan disusun  secara keseluruhan 

dalam  4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:  

BAB I   :  Pendahuluan  

Menguraikan latar belakang, permasalah, ruang lingkup dan 

tujuan,kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika 

penulisan. 

                                                           
18

 Zainudin Ali, 2018,Metode Penelitian Hukum, Cet. 10, Sinar Grafika, Jakarta, 

hlm. 23 
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BAB II   :  Tinjauan pustaka 

Berisi paparan tentang pertimbangan hakim, sanksi pidana, tinjaun 

umum tentang pelaku tindak pidana,  residivis. 

BAB III  :Pembahasan 

Pembahasan disini akan memuat tentang, dasar pertimbangan hakim 

dalam menjatuhkan sanksi pelaku tindak pidana yang berstatus residivis, 

dan faktor-faktor yang dapat meringankan hukuman terhadap pelaku 

tindak pidana yang berstatus residivis. 

BAB IV  : Penutup 

Bab ini penulis menarik kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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